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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar
Indonesia dalam 20 tahun ke depan akan menghadapi tantangan, karena persaingan dan ketidakpastian kondisi global, yang semakin meningkat. Tantangan ini akan dan harus dihadapi juga oleh daerah-daerah di negeri ini, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan dinamika masyarakat yang beraneka ragam. Dalam rangka mengantisipasi tantangan tersebut dan realitas wilayah negara kita yang amat besar dengan potensi dan persoalannya yang juga sangat beragam, pemerintah Republik Indonesia menyadari perlunya perubahan-perubahan terhadap arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Perubahan yang dimaksud adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dan meningkatnya peran pemerintah daerah dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perubahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan regional tingkat provinsi. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan yang baik adalah melalui perencanaan partisipatif (partisipatory planning) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan di daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan instrumen kendali terhadap perencanaan pembangunan yang diharapkan mampu mensinergikan kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan pada seluruh tingkatan pemerintahan. Perpaduaan upaya pembangunan dari pusat hingga daerah diharapkan mendorong kegiatan pembangunan oleh dunia usaha dan masyarakat.
Pembangunan jangka panjang daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dengan memperhatikan aspek kehidupan masyarakat, sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya alam yang tersedia. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diperlukan program dan kegiatan bagi daerah yang secara terus menerus dan terstruktur.

Pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 Kabupaten Rote Ndao diharapkan juga dapat menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dicapai secara berjenjang dan berkelanjutan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selanjutnya akan dituangkan dalam 4 tahapan dimana setiap tahapannya terdiri atas 5 tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan RPJM Daerah tersebut, pemerintah daerah setiap tahun menyusun rencana kerja pembangunan (RKP) Daerah, dalam tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD.

1.2. Pengertian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan substansi jabaran tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan RPJP Nasional. Jabaran dimaksud mencakup visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan dalam rentang waktu 2005-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 2005-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat dan stakeholder  dalam upaya  mewujudkan cita-cita dan tujuan  nasional di daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah Rote Ndao. Berdasarkan arahan dan acuan tersebut diharapkan proses pembangunan daerah berlangsung secara sinergis, terpadu dan berpihak pada kepentingan masyarakat

1.4. Landasan
Landasan idiil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rote Ndao adalah Pancasila dan  Landasan Konstitusionalnya adalah UUD 1945. Seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan nasional dan daerah Rote Ndao ditetapkan sebagai Landasan operasional RPJPD, yang meliputi:
1. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 April 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
13. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025;
14. Wawasan Nusantara

15. Ketahanan Nasional

16. Millenium Developement Goals (MDGs)
1.5. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Yang Lain
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kabupaten dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Rote Ndao dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rote Ndao, pelaku bisnis dan pelaku sektor swasta serta seluruh masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan dan kemajuan daerah di segala bidang.

Dokumen Perencanaan lainnya yang berhubungan dengan RPJP Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah Rencana Tata Ruang dan Rencana Strategis Kabupaten Rote Ndao 2004-2008. 
1.6. Sistimatika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 bertata urut sebagai berikut:

Bab    I  Pendahuluan

Bab   II  Kondisi Umum Daerah
Bab  III  Analisis Isue-isue Strategis Daerah

Bab  IV  Visi dan Misi Pembangunan Daerah Rote Ndao Tahun  2005-2025

Bab  IV
Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 - 2025

Bab  V    Kaidah Pelaksanaan
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